
SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN 
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja layanan

Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat 

khusus yang memberikan layanan secara profesional; 

b. bahwa dalam melaksanakan Pasal 43 ayat (1), ayat 

(2) dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

DaerahDaerah,

Kabupaten/Kota sebagai unit organisasi bersifat 

khusus, yang memberikan layanan secara profesional 

memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan 

barang milik daerah serta bidang kepegawaian yang 

dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten / Kota;

bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Musi 

Banyuasin Nomor 274/KPTS-DINKES/2022 Tanggal 

27 April 2022 tentang Peningkatan Status Rumah 

Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kelas D menjadi 

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C;

Rumah Sakit Umum

c.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan 

Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi 
Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir 

Kabupaten Musi Banyuasin;

d.

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5072);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757);

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

5.

6.
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Pembahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembahan ketiga Atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah 

kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, 

PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR KABUPATEN

MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas 

Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin adalah unsur 

pelaksana pemerintah yang menjadi kewenangan 

pemerintah Kabupaten di Bidang Kesehatan.

5. Unit Pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah 

yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit 

Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin.

6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan 

jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga 

ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari 

sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

keahliannya.
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BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD.

BAB III
KLASIFIKASI

Pasal 3
Klasifikasi RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

adalah kelas C.

BAB IV 

KEDUDUKAN 

Pasal 4
(1) RSUD merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat khusus, 
yang memberikan layanan secara profesional memiliki 
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang 

milik daerah serta bidang kepegawaian, dipimpin oleh 

Direktur yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas 

Kesehatan.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilaksanakan melalui penyampaian laporan 

pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik 

daerah serta bidang kepegawaian.
(3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang 

milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
meliputi
pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan 

pehatausahaan barang milik daerah.
ketentuan

danpelaksanaan,perencanaan,

sebagaimanamelaksanakan(4) Dalam
dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku
kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna 

barang sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan.



-6-

(5) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), Direktur memiliki tugas dan 

kewenangan:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
b. menyusun rencana bisnis anggaran;
c. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
d. menandatangani surat perintah membayar;
e. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi 

tanggungj awabnya;
f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 

unit yang dipimpinnya;
g. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan 

pejabat penatausahaan keuangan; dan
h. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang 

dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan 

daerah.
(6) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen 

pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) huruf a, dan huruf b, disampaikan kepada Tim 

Anggaran Pemerintah Kabupaten melalui Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5
(1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja 

sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja rumah sakit yang 

dipimpinnya.
(3) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam 4 ayat (1), Direktur melakukan



-7-

penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan 

yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Pemndang-Undangan.
(4) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ay at (3), disajikan dalam laporan 

keuangan Dinas Kesehatan.

Pasal 6
Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dilaksanakan melalui 
ketentuan:
a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur 

Sipil Negara kepada Pejabat yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Pemndang-Undangan;
kewenangan

menyelenggarakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam 

jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Pemndang-Undangan; dan
c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan 

pembinaan Pegawai dilingkungan RSUD 

dengan ketentuan Peraturan Pemndang-Undangan;

dalammemilikib. Direktur

sesuai

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 7
(1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari :

a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

2. Subbagian Kepegawaian; dan
3. Subbagian Umum.
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c. Bidang Pelayanan, terdiri atas :
1. Seksi Keperawatan; dan
2. Seksi Medis.

d. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis, terdiri atas
1. Seksi Penunjang Medis; dan
2. Seksi Penunjang Non Medis.

e. Bidang Keuangan, terdiri atas :
1. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan; dan
2. Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8
(1) RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna dan upaya 

rujukan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan 

kesehatan;
b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di bidang pelayanan 

kesehatan;
c. penyusunan rencana dan program, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan 

kesehatan;
d. pelayanan medis;
e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
f. pelayanan keperawatan;
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g. pelayanan mjukan;
h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta 

pengabdian masyarakat;
j. pengelolaan keuangan dan akuntansi;
k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, 

hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana 

serta rumah tangga, perlengkapan dan umum;
l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.

Bagian Kesatu 

Direktur
Pasal 9

Direktur mempunyai tugas memimpin RSUD dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua 

Bagian Tata Usaha 

Pasal 10
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengoordinasikan, 
memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada 

semua unsur dalam lingkungan RSUD.

Pasal 11
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. koordinasi penyusunan rencana dan program, umum 

dan kepegawaian dilingkungan RSUD;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi 
dan tatalaksana, kerumahtanggaan, pengelolaan 

barang milik daerah, keijasama, hubungan 

masyarakat, penanganan aduan, arsip dan
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dokumentasi dilingkungan RSUD;
c. koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, 

penelitian dan pengembangan serta pengabdian 

masyarakat;
d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12
(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai 

tugas melaksanakan urusan perencanaan program 

kegiatan, monitoring evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan program kegiatan yang meliputi 

kebutuhan material, finansial, personal, dan fungsi 
sosial Rumah Sakit.

(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan analisa kebutuhan pegawai, 
administrasi kepegawaian, penerimaan, mutasi 

pegawai, kesejahteraan Pegawai, organisasi dan tata 

laksana, penelitian dan pengembangan, pendidikan 

dan pelatihan serta pengabdian masyarakat.
(3) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang 

milik daerah, kerjasama, hubungan masyarakat, 
penanganan aduan, arsip dan dokumentasi 

dilingkungan RSUD.

Bagian Ketiga 

Bidang Pelayanan 

Pasal 13
Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
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pelaksanaan pelayanan keperawatan dan medis.

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kegiatan bidang 

pelayanan;
b. perumusan kebijakan bidang pelayanan;
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

kegiatan bidang pelayanan;
d. pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan bidang pelayanan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15
(1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 
serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan 

asuhan keperawatan pada rawat jalan dan rawat inap.
melakukan(2) Seksi Medis tugasmempunyai

pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 
serta pelaporan pelaksanaan pelayanan medis serta 

mensistematisasikan pelaksanaan administrasi dan 

registrasi pasien, catatan rekam medis dan rujukan 

penyimpanan dokumen medis, surat keterangan medis 

dan pelaporan.

Bagian Keempat
Bidang Penunjang Medis dan Non Medis 

Pasal 16
Bidang Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas
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melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan kegiatan penunjang medis dan non medis.

Pasal 17
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, Bidang Penunjang Medis dan Non Medis
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kegiatan bidang 

penunjang medis dan non medis;
b. Perumusan kebijakan bidang penunjang medis dan non 

medis;
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

bidang penunjang medis dan non medis;
d. Pelaksanaan kegiatan bidang penunjang medis dan non 

medis;
e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan penunjang medis dan non medis; dan 

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.
f.

Pasal 18
(1) Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 
serta pelaporan kegiatan penunjang medis.

(2) Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, 
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penunjang 

non medis.
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Bagian Kelima 

Bidang Keuangan 

Pasal 19

Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan kegiatan 

penyusunan anggaran, perbendaharaan memverifikasi dan 

akuntansi, mobilisasi dana dan pelaporan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Bidang Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program bidang anggaran,

perbendaharaan, mobilisasi dana, pelaksanaan

verifikasi dan akuntansi serta pelaporan;

b. perumusan kebijakan bidang

perbendaharaan, mobilisasi dana,

verifikasi dan akuntansi serta pelaporan;

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

bidang anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana, 

pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta pelaporan;

d. pelaksanaan kegiatan bidang anggaran,

perbendaharaan, mobilisasi dana, pelaksanaan

verifikasi dan akuntansi serta pelaporan;

e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang 

anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana, 

pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta pelaporan; 

dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

anggaran,

pelaksanaan

Pasal 21

(1) Seksi Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, 

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
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kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyusunan 

anggaran dan perubahan anggaran, penatausahaan 

keuangan, mobilisasi dana serta pertanggungjawaban 

dan pelaporan keuangan.

(2) Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan data, identifikasi, analis, 

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan kegiatan verifikasi 

dan akuntansi.

Bagian Keenam 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 22

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah 

tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok 

jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya yang 

diatur dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat 

(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja.

(3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- 

masing yang berlaku.

(4) Jenis jenjang jabatan fungsional diatur sesuai 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD memiliki 

otonomi dalam pengelolaan bidang kepegawaian;

(2) Direktur dalam pengelolaan bidang kepegawaian 

sebagaimana

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan

dalam (i),dimaksud ayat
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yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan 

pelaksanaan bidang kepegawaian;
(3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 

usul Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan 

Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 

atas usul Direktur Rumah Sakit melalui Kepala Dinas 

Kesehatan;
(5) Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan 

administrator;
(6) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan 

eselon IILb atau jabatan administrator;
(7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan 

jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 24
Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas 

Kesehatan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan 

fungsinya sebagai unit organisasi yang bersifat khusus 

yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan 

barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai 

Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25
Setiap unsur dilingkungan RSUD dalam melaksanakan 

tugasnya hams menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 
dan sinkronisasi balk dalam lingkungan RSUD maupun 

dalam hubungan antar instansi pemerintah baik Daerah 

maupun Pusat.
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Pasal 26

(1) Setiap pimpinan unit organisasi menerapkan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan masing- 

masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme 

akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

(2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab 

mempimpin dan mengoordinasikan bawahan masing- 

masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk 

bagi pelaksanan tugas bawahan.

pimpinan unit organisasi mengawasi 

pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan 

apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil 

Langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan 

mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada 

atasan masing-masing dan menyampaikan laporan 

kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

(5) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit 

organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap unit organisasi dibawahnya.

(3) Setiap

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

RSUD yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini 

diundangkan, tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi

Pejabatdilantiknya dengan

susunan organisasi RSUD yang berpedoman pada

sampai sesuai

Peraturan Bupati ini.
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BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka 

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 70 Tahun 2020 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran 

Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Dae rah 

Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 70 di 

cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi).

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin.

Bupati denganPeraturan mi

Ditetapkan di Sekayu 
pada tanggal 7 November 2022

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu 
pada tanggal 7 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURINA, SH., M.Si 
NIP 19800715 199903 2 003
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BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

EVALUASI

KELOMPOKIABAT AN 
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN UMUM

BIDANG PENUNJANG MEDIS 
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SEKSI KEPERAWATAN SEKSI PENUNJANG MEDIS

SEKSI PENUNJANG NON 
MEDIS

SEKSI VERIFIKASI DAN 
AKUNTANSI

SEKSI MEDIS

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttdSalinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGiANJiUKUM,

H. APRIYADI

ROMASARI PURB&, SH., M.Si 
NIP. 19800715 199903 2 003


